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Menimbang

NOMOR13 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

a.

bahwa untuk penjaminan mutu untuk menjamin
kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pelatihanpegawai Aparatur Sipil Negara,
perlu dilakukan akreditasi pelatihan struktural,
pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial
kultural, dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi untuk
melakukan akreditasi bagi lembaga pendidikan dan
pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, baik sendiri
maupun bersama lembaga pemerintah lainnya,;

bahwa pengaturan mengenai akreditasi pelatihan dalam
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara
Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan

PelatihanPemerintahsudahtidak sesuai lagi dengan
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perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara

tentang Akreditasi Pelatihan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG
AKREDITASIPELATIHAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan
kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
Pelatihan  Struktural adalah Pelatihan struktural
kepemimpinan sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilakukan untuk
memberikan  pengetahuan  dan/atau  penguasaan
keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan
pekerjaan PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara profesional.

Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilakukan
untuk memberikan pengetahuan dan/ataupenguasaan
keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan
jabatan fungsional PNS, agar mampu melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional adalah
Pelatihan sebagai prasyarat bagi PNS wuntuk dapat
diangkat dalam jabatan fungsional yang dilaksanakan
oleh instansi pembina jabatan fungsional.

Pelatihan Fungsional Berjenjang yang selanjutnya
disebut Pelatihan Fungsional Penjenjangan adalah
Pelatihan yang disusun secara berjenjang sesuai dengan
jenjang jabatannya yang  dipersyaratkan untuk
pengangkatan dalam jenjang jabatan fungsional setingkat
lebih tinggiyang dilaksanakan oleh instansi pembina
jabatan fungsional.

Pelatihan Teknis Fungsional adalah Pelatihan yang
dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis bagi
pejabat  fungsional dalam rangka ~memperlancar
pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang dilaksanakan
oleh lembaga Pelatihan ASN.

Pelatihan Sosial Kultural adalah Pelatihan yang
dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi
sosial kultural sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.
Pelatihan Dasar Calon PNS yang selanjutnya disebut
Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan Pelatihan
dalam masa prajabatan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme
serta kompetensi bidang.

Akreditasi Pelatihan yang selanjutnya disebut Akreditasi
adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi
Negara.

Lembaga PelatihanASN yang selanjutnya disebut
Lembaga Pelatihan adalah lembaga penyelenggara

Pelatihan, lembaga pembina Pelatihan fungsional,
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lembaga Pelatihan pengakreditasi programatau lembaga
Pelatihan nonpemerintah.

Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada
instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan
Pelatihan.

Lembaga Pembina Pelatihan Fungsional adalah unit kerja
pada instansi pembina jabatan fungsional yang
melaksanakan tugas pembinaan jabatan fungsional.
Lembaga Pelatihan Pengakreditasi Program yang
selanjutnya disebut Lembaga Pengakreditasi Program
adalah unit kerjapada instansi teknis/instansi pembina
jabatan fungsional yang menyelenggarakan Pelatihan
dan/atau mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, dan/atau
Pelatihan Teknis Fungsional.

Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah badan hukum
swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis
dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.

Lembaga Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara
Pelatihan terakreditasi, Lembaga Pengakreditasi Program
terakreditasi atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah
terakreditasi.

Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah
Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga
Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan
pengakuan  tertulis  terakreditasi dari Lembaga
Administrasi Negara atau instansi teknis/instansi
pembina jabatan fungsional untuk menyelenggarakan
Pelatihan.

Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi adalah
Lembaga Pengakreditasi Program yang telah
mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari
Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan
Akreditasi program pada Pelatihan Teknis, atau Pelatihan

Teknis Fungsional.



